
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

bahwa unhrk melaksanakan ketenttran Pasal 143 ayat (1)

hunrf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ot6 tentang Desa
sefta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11O Tatrun 2OL6 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Badan Permusyawaratan Desa.

1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembenttrkan Perahrran Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523al';

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Irembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2Ot4 Nomor 6, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a[
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintatran Daerah (Iembaran Negara Republik
lndonesia Tatrun 2014 Nomor 244, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kafi teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56OU;

6. Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2OL4 tentang
Perattrran Pelaksanaan Undang-Undang i,lomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Itmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2Ol4 Nomor 123, Tarrrbahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Perahrran Pemerintatr Nomor 47 Tahun
2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57L71;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
24fi;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tatrun 20f 5
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Kepuhrsan Musyawarah Desa;

9. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pernbenhrkan Produk Hukum Daeratr;

10. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dari Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OL7;

11. Pbraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturran Daeratr Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun
2OL6 tentang Desa (Lembaran Daeratr Kabupaten
Nganjuk Tatrun 2OL6 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TET.ITANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daeratr adalatr Kabupaten Nganjuk;

2. Pemerintatr Daeratr adalah Pemerintah Kabupaten
Nganjuk;

3. Bupati adalah Bupati Ngaqiuk.

Menetapkan
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4. Camat adalatr pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintatran di wilayatr kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan hrgasnya
memperoleh pelimpatran kewenangan Pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daeratr, dan menyelenggarakan hrgas umum
Pemerintatran.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hulnrm yang memiliki
batas wilayatr yang berwenang unhrk mengatrrr dan
mengurus urusan pemerintatran, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hah asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialrui dan
dihormati dalnm sistem pemerintahan Republik
Indonesia.

6. Pemerintatran Desa adalatr penyelenggaraan urusan
pemerintatran dan kepentingan masyarakat setempat
ddam sistem pemerintatran Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalatr Kepala Desa dibanttr perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggaxa Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintatr Desa yang
mempunyai wewenang, hrgas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumatr tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daeratr.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintatran yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwalcilan wilayah dan
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara
demokratis.

10. Musyawaratr Desa adalatr Musyawaratr antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyaralcat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa unhrk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

1 1. Wilayatr pemilihan dalam Desa yang selanjutnya disebut
wilayatr adalatr wilayah dalam desa seperti Wilayah
Dusun atau RT.

12. Dusun, adalatr bagran wilayah dalam Desa yang
mempakan linglrungan kerja pelaksanaan pemerintahan
Desa.

13. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah
bagran dari kerja Kepala Desa/lurah dan merupakan
lembaga yang dibentuk melalui musyawaratr penguars
RT di wilayatr kerjarrya, yang ditetapkan oleh Pemerintatl
Desa atau lurah.
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14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut FfI adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam ranglra pelayanan pemerintatran dan
kemasyarakatan, ymg ditetapkan oleh Pemerintah Desa
atau Lurah.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Desa/Keluratran, yang selanjutnya disebut TP
PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan
untuk terlaksananya program PKK.

16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha yang selunrh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usatra lainnya unhrk sebesar-besarnya kesejatrteraan
masyarakat Desa.

17. Kesepakatan Musyawarah Desa adalatr suatu hasil
keputusan dari musyawaratr desa dalam bentuk
kesepakatan yang dihrangkan dalam Berita Acara
kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani
oleh Kehra Badan Permusyawaratan DrSsa dan Kepala
Desa.

18. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses
monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan
hrgas Kepala Desa.

19. Anggaran Pendapatan dan Belartja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintatran Desa.

20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintatran Desa
yang selanjutnya disebut LKPPD adalah laporan Kepala
Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan hrgas Kepala
Desa dalam sahr tatrun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pengahrran BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk
memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga
di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintatran Desa.
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Bagtan Kedua

fttjuan

Pasal 3

T[uan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini unhrk :

a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan
Pemerintatran Desa;

b. mendonong BPD agar mampu menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di Desa. '

Bagran Ketiga

Ruang Linglmp

Pasal 4

Ruang tinghrp Perattrran Bupati ini meliputi :

a. kedudukan, fungsi, tugas, hak, kewa$iban dan kewenangan
BPD;

b. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
c. tatrapan pengisian keanggotaan BPD;
d. peraturan tata teftib BPD;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pendanaan.

BAB III

KEDUDUI(AI{, FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN
KE\IENAIiIGAN

Bagran Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

BPD berkedudukan
Pemerintahan Desa.

sebagai unsur penyelenggara

Bagian Kedua

F\rngsi

Pasal 6

BPD mempunyai fungsi:

a. membatras dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
dan

c. melalnrkan pengawasan kinerja Kepala Desa.

!
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Bagran Ketiga

T\rgas

Pasal 7

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawaratr BPD;

f. menyelenggarakanmusyawarahDesa;
g. membentuk parritia pemilihan Kepala Desa;

h. menyelenggarakan musyawaratr Desa khusus unhrk
pemilihan Kepala Desa antarwakhr;

i. membahas dan menyepakati rancangan Perahrran Desa
bersama Kepda Desa;

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja iGpala Desa;

k. me,minta laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintatran desa secara terhrlis kepada Kepala Desa
setiap at&ir tahun anggaran dan alchir masa jabatan;

l. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintatr Desa dan lembaga Desa lainnya;

n. melaksanakan pengawasan terhadap pelahsanaan
Perahrran Desa, Perahrran Kepala Desa, Peratrrran
Bersama Kepala Desa dan Pelaksan€En APB Desa;

o. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat unhrk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

p. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penjabat,
Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat unhrk mendapatkan penetapan;

q. memberikan persetqiuan terhadap penataan desa,
perencanaan desa, kerja sama desa, pembenhrkan BUM
Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa;

r. memberitatnrkan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirnya masla jabatan Kepala Desa secara terhrlis 6
(enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir; darr

s. melaksanal€n ttrgas lain yang diahrr dalam ketentuan
perahrran perundang-undangan.

Paragraf I
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

(1) BPD melalmkan penggalian aspirasi masyarakat.
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(2) Penggdian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilalrukan langsung kepada kelembagaan dan
masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat misldn,
masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok
marjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan kepuhrsan
musyawaratr BPD yang dituangl€n dalam agenda keda
BPD.

(a) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunal€n panduan kegiatan yang paling
sedikit memuat maksud, ttrjuan, sasaran, wakhr dan
uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyaralcat Desa disampaikan
dalam musyawaratr BPD.

Paragraf 2

Penampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

(1) Pelalcsanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat
dilalmkan di Sekretariat BPD.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimahsud pada ayat (1)
diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawaratr
BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 1O

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui
pengadministrasian dan penrmusan aspirrsi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang
pemerintatran, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Pemmusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalnrkan dengan cara menganalisa dan merumuskan
aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada
Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pemerintatran yang baik dan
kesejatrteraan masyaral<at Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 11

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam benhrk
lisan dan/atau hrlisan.
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(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan
sebagaimana dimahsud pada ayat (1) seperti penyampaian
aspirasi masyarakat oteh BPD dalam musyawaratr BPD
yang dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian
aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian
masukan bagi penyelenggaraan Pemerintatran Desa,
permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau
penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari
usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawaratr

Pasal 12

(l) Musyawaratr BPD dilahsanakan dalam rangka
menghasilkan keputtrsan BPD terhadap. hal-hat yang
bersifat strategis.

(2) Hal-hal yang bersifat strategis sebageimala dimaksud
pada ayat (1) seperti musyawaratr pembatrasan dan
penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi
laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintatran Desa,
menetapkan perahrran tata tertib BPD, dan usulan
pemberhentian anggota BPD.

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan
mekanisme, sebagai berilnrt :

a. musyawaratr BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

b. musyawarah BPD dinyatakan satr apabila dihadiri oleh
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlatr anggota
BPD;

c. pengambilan kepuhrsan dilakukan dengan cara
musyawaratr guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan kepuhrsan dilalmkan dengan cara
pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimahsud dalam
huruf d dinyatakan satr apabila disehrjui oleh paling
sedikit ll2 (satu perdua) ditambah 1 (sattr) dari
jumlah anggota BPD yang hadir; dan

f. 'hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan kepuhrsan
BPD dan dilampiri nohrlen musyawaratr yang dibuat
oleh sekretaris BPD.

Paragraf6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 13

(1) Musyawaratr Desa diselenggarakan oleh BPD
difasilitasi oleh Pernerintah Desa.

yang
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(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan
yang diiktrti oleh BPD, Pemerintatr Desa, dan unsur
masyarakat Desa unhrk memusyawaratrkan hal-hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraarr Pemerintatran
Desa.

(3) Hal-hat yang bersiliat strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambatran dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimilts dimaksud pada ayat
(2) tediri atas:

a. tokoh adat;
b. tokoh agema;
c. tokoh masyaral<at;
d. tokoh pendidikan;
e. perrralcilan kelompok tani;
f. perwalcilan kelompok peqiin;
g. perwakilan kelompok perempuan;
h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan

anak; dan
i. perwakilan kelompok masyarahat tidak mapan.

(5) Seiain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur
masyaral€t lain sesuai dengan kondisi sosid budaya
masyarakat.

(6) Musyawaratr Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibiayai dari APB Desa.

(7) Musyawaratr Desa diselenggarakan paling sedikit dua kali
dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebuhrhan.

Pasal 14

(1) Musyawarah Desa diselenggaralcan secara partisipatif,
demokratis, transparan dan aktrntabel dengan
berdasarkan kepada hak dan kewqiiban masyarakat.

(2) Hak masyarakat dalam menyelenggaratran musyawarah
Desa sebagaimana dimalcsud ayat (1) meliputi :

a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar
perihal hal-hal yang bersifat strategis yang al€n
dibahas dalam musyawaralr Desa;

b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawaratr
Desa maupun tindak lanjut hasil kepuhrsan
musyawarah Desa;

c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur
masyaralrat yang hadir sebagai peserta musyawarah
Desa;

q
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d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam
menyampaikan aspirasi, sarlarl, dan pendapat lisan
atau terhrlis secara bertanggungiawab perihal hal-hal
yang bersifat strategis selama berlangsungnya
musyawaratr Desa; dan

e. menerirna pengayoman dan perlindungan dari
gangguan, ancaman dan tekanan selama
berlangsungrya musyawaratr Desa.

(3) Keunqiiban masyarakat. dalam penyelenggaraan
musyawaratr Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam
penrusunan kebijakan publik melalui musyawarah
Desa;

b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam
menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan
berkaitan dengan hal-hat yang bersifat strategis;

c. mendorong terciptarrya kegiatan penyelenggaraan
musyawaratr Desa secara partisipatif, demokratis,
transparan dan akuntabel;

d. mendonong terciptarrya sihrasi yang arnan, nyaman
dan tentram selama pnoses berlangsungnya
musyawarah desa; dan

e. melaksanalcan nilai-nilai permusyawaratan,
pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotong-
royongan dalam pengambilan kepuhrsan perihal
kebdakan publik.

Pasal 15

(1) Dalam rangka penyelenggaraan musyawaratr Desa,
masyarakat Desa, Pemerintatr Desa dan BPD didampingi
oleh Pemerintah Kabupaten yang secara tehnis
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
Pemerintatran Desa, tenaga pendamping profesional,
kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak
ketiga. .

(2) Camat melaktrkan koordinasi pendampingan sebagairnana
dimahsud pada ayat (1) di wilayatrnya.

Paragraf 7

Pembenhrkan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

(l) BPD membenttrk pantia pemilihan Kepala Desa serentak
dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang
ditetapkan dengan kepuhrsan BPD.
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(2) Pembenhrkan Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimd<sud pada ayat (l) berpedoman pada Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Desa.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawaratr Desa Khusus Unhrk

Pemilihan Kepala Desa Antar walrtu

Pasal 17

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus unhrk
pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(2) Penyelenggaraan musyawaratr Desa khusus unhrk
pemilihan Kepala Desa antar wakhr sebagaimana
dimalcsud pada ayat (l) berpedoman pada Peraturan
Daeratr dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Desa.

Paragraf 9

Pembatrasan dan Penyepakatan

Rancangan Peraturan Desa '
Pasal 18

(1) BPD dan Kepala Desa membatras dan menyepakati
rancangan Peraturan Desa yang diqiukan BPD dan /atau
Kepala Desa.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diselenggarakan oleh BPD dalam
musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibahas terlebih
datrulu dalam musyawaratr internal BPD pating lambat 1O

(sepuluh) hari keda terhitung sejak rancangan Peraturan
Desa diterima oleh BPD.

(a) Pelaksanaan pembahasan rancangan Perahrran Desa
sebagaitnana dimaf<sud pada ayat (1) arttara BPD dan
Kepala Desa unhrk pertama kali dilakukan paling lambat
30 (tiga putuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah
internal BPD.

(5) Apabila pembatrasan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka
diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala
Desa unhrk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pembahasan pertama.
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(6) Dalam pembatrasan antara BPD dan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata
sepakat, maka pengambilan kepuhrsan dilakukan voting
dengan suara terbanyak.

(7) Setiap pembatrasan rancangan Perahrran Desa dilakukan
pencatatan proses yang dihrangkan dalam notulen dan
berita acara musyawarah.

Pasal 19

(1) Dalam hal pengambilan kepuhrsan pembahasan antara
BPD dan Kepala Desa dilakukan voting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l8 ayat (6), maka rancangan
Perahrran Desa tetap diajukan kepada Camat dengan
disertai catatan permasalatran yang ddak disepakati.

(2) Rancangan Peratrrran Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dieiukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai
catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat
7 (hljuh) hari sejak musyawaratr pembahasan terakhir
untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berbenhrk :

a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan unhrk tindak lanjut pembahasan dan

kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

(4) Tindaklaqiut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihadiri Camat atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kineda Kepala Desa

Pasal 2O

(l) BPD melalrukan pengawasan terhadap kinerja Kepala
Desa.

(2) Pelahsanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan melalui :

a. penencanaan kegiatan Pemerintah Desa dalam
men5rusun Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa)
dan Peratrrran Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa);

b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah
dituangkan dalam LKPPD dengan APB Desa;

c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

Hasil pelahsanaan pengawasan kinerja Kepala Desa
sebagaimana dirnahsud dalam pasal 20 ayat (1) menjadi
bagian dari laporan kinerja BPD.

q



13

Paragraf 1 1

Evaluasi Laporan Keterangarr
Penyelenggaraan Pemerintatran Desa

Pasal 22

(l) BPD melakukan evaluasi LKPPD.

(2) EYaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama I
(satu) tatrun angaran.

(3) Pelahsanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilatrukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif,
transparansi, alnrntabilitas dan objektif.

(4) EYduasi pelaksanaan hrgas Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengan Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa;

b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintatr Provinsi Dan Pemerintah l(abupaten;

c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan hrgas sesuai
perattrran perundang-undangan; dan

d. prestasi Kepala Desa.

(5) Pelakslanaan evduasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagan dari laporan kinerja BPD.

Pasal 23

(l) BPD melalnrkan evaluasi LKPPD paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

(2) Berdasarkan hasil evahrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BPD dapat:

a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;

b. meminta keterangan atau informasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan unttrk penylapan baharr

musyawaratr Desa.

(3) Ddam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap
melarrjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan
memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

(4) Evduasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

9,
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Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan

. Pemerintah Desa dan kmbaga Desa Lainnya

Pasal 24

(l) Dalam rangka menciptahan hubungan kerja yang
harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa
unhrk membenhrk Fonrm Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa (FKAKD).

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
unsur Kehra/Kepala kelembagaan Desa yang telah
terbenhrk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(a) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan
alftual di desa.

Paragraf 13

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa, Perahrran Bersama Kepala Desa, dan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 25

(1) BPD melalmkan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa, Perahrran Kepala Desa, Peraturan
Bersama Kepala Desa, dan Pelaksanaan APB Desa.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peratrrran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setiap saat dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (sattr)
tahun.

(3) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
sebagaimana dimahsud pada ayat (2) dapat disampaikan
dalam musyawarah BPD dan Musyawarah Desa.

Paragraf 14

Persehrjuan terhadap Penataan Desa, Perencanaan Desa,
Kerja Sama Desa, Pembenhrkan Badan Usatra Milik Desa,

Penambatran dan Pelepasan Aset Desa

Pasal 26

(l) Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa,
Pembenhrkan Badan Usatra Milik Desa, Penambatran dan
Pelepasan Aset Desa dilakukan oleh Pemerintatr Desa
setelatr mendapatkan persettrjuan dari BPD.

(2) Persettrjuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalnrkan dalam musyawarah BPD dan dihrangkan dalam
nohrlen musyawaratr.

$-
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(3) Persehrjuan BPD sebagaimana dimahsud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Kepuhrsan BPD.

Paragraf 15

Pemberitatruan kepada Kepala Desa Mengenai Akan
Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 27

(1) BPD memberitatrukan kepada Kepala Desa mengenai
akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara
terhrlis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan beraktrir.

(2) Pelaksanaan pemberitahuan mengenai al<an berakhirnya
masla jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diawali dengan kegiatan musyawaratr BPD yang
secara khusus dan dituangkan dalam notulen
musyawarah

Bagran Keempat

H*, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 28

BPD berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintatran Desa kepada Pemerintatr
Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintatran Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan hrgas dan
fungsinya dari APB Desa.

Paragraf I
Pengawasan

Pasal 29

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring darr
evtrluasi pelahsanaan tugas Kepala Desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dilalrukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 30

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat
berdasarkan keputusan BPD.

$-
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(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimalsud pada ayat
(1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian
secara cenrrat dan objektif atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(3) Penilaian sebagaimana dimd<sud pada ayat (2) dilakukan
melalui pembatrasan dan pendalaman suatu objek
penyelenggaraan Pemerintatran Desa yang dilakukan
dalam musyawarah BPD.

(4) Kepuhrsan BPD sebagaimana dimahsud pada ayat (1)

berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 3l
(1) BPD mendapatlan biaya operasional yang bersumber dari

APB Desa.

(2) Biaya operasional sebagqimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan unhrk dukungan pelaksanaan fungsi dan
ttrgas BPD.

(3) Atokasi biaya operasional sebagaimana dimahsud pada
ayat (1) dengan memperhatilcan komponen kebuhrhan
operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kelima

Hak Anggota BPD

Pasal 32

(l) Anggota BPD berhak:

a. mengaliukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat hrnjangan dari APB Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam
musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD
berhak:

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan
teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di
dalam negeri.

b. penghargaan dari Pemerintatr, Pemerintah Daerah
Pnovinsi, dan Pemerintatr Daeratr I(abupaten bagr
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

$,
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Pasal 33

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak unhrk
memperoleh hrnjangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 ayat (1) hurrf e.

(2) ftmjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
hrnjangan pelaksanaan hrgas dan fungsi, dan hrnjangan
lainnya.

(3) Tqiangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dirnahsud pada ayat (21 merupakan tunjangan
kedudukan.

(a) Tunjangan lainnya sebagaimana dimalsud pada ayat (2)
merupakan hrnjangan kinerja.

Pasal 34

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana
dimahsud dalam Pasal 33 ayat (3) dibcrikan berdasarkan
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

(2) nrnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam hsal 33
ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan
beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

(4) Besaran hrnjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Kepuhrsan
Bupati.

Pasal 35

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana
dimahsud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belartja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur,
Anggaran Pendapatan dan Belartja Daeratr Kabupaten
Nganjuk dan APB Desa.

Pasal 36

Penghargaan kepada pimpinan dan "anggota BPD
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 32 a)rat (3) huruf b
diberikan sesuai tingkat wilayah dan kategori keanggotaan
berdasarkan ketentuan perattrran penrndang-undangan.

Bagran Keenam

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 37

Anggota BPD wqiib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanal€n Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keuhrhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka ftrnggal lka;

q
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b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
gender dalam penyelenggaraan Pemerintatran Desa;

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingart
pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa;

e. menjaga norrna dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga Pemerintah Desa dan lembqga desa lainnya; dan.

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kehrjuh

Laporan Kinerja BPD

Pasal 38

(1) taporan kinerja BPD merupakan laporan atas
pelaksanaan ttrgas BPD dalam 1 (sattr) tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dibuat dengan sistematika :

a. dasar huktrm;
b. pelaksanaan tugas; dan;
c. penuttrp.

(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan secara terhrlis kepada Bupati melalui Camat
serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forr.m
musyawaratr Desa secara tertulis dan/atau lisan.

(a) Laporan kineda BPD sebagaimana dimahsud pada ayat (l)
disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai
tatrun anggaran.

Pasal 39

(l) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati
melalui Camat sebagaimana dimahsud dalam Pasal 38
ayat (3) digunakan Bupati unhrk evaluasi kinerja BPD
serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum
musyawaratr Desa sebagaimana dimalrsud dalam Pasal 38
ayat (3) merupakan un4iud pertanggungiawaban
pelaksanaan hrgas BPD kepada masyarakat Desa.

Ba.gan Kedelaparr

Kewenangan BPD

Pasal 4O

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat unttrk
mendapatkan aspirasi;

$,
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b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah
Desa secara lisan dan terhrlis;

c. mengqiukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi
kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi ldnerja Kepala
Desa;

e. meminta keterangan tentang fenyelenggaraan
Pemerintatran Desa kepada Pemerintatr Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
kestabilan penyelenggaraan Pemerintatran Desa serta
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintatran yang baik;

h. menJrusun peraturan tata tertib BPD;

i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat
insidentil kepada Bupati melalui Camat;

j. menrusun dan men)rampaikan usulan renoana biaya
operasional BPD secara terhrlis kepada Kepala Desa r.rntuk
dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;

k. mengelola biaya operasional BPD;

l. mengusulkan pembenh:kan Forum Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

m. melalrtrkan kunjungan kepada masyaral<at dalam rangka
monitoring dan evahrasi penyelenggaraan Pemerintatran
Disa.

BAB TV

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 41

(l) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.

(2) BPD menyelenggarahan rapat dengan mekanisme, sebagai
berikut:

a. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

b. pengambilan kepuhrsan dilalflrlsn dengan cara
musyawarah guna mencapai mufakat;

c. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengarnbilan kepuhrsan dilakukan dengan cara
pemungutanr suara;

d. pemungutan suara sebagaimana dimahsud dalam
huruf c dinyatakan satr apabila disehrjui oleh paling
sedikit I 12 (sattr perdua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota BPD yang hadir; dart

!,
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e. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan
BPD dan dilampiri nohrlen musyawaratr yang dibuat
oleh sekretaris BPD.

(3) BPD mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun.

(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
dilaln*an lebih dafi 2 (dua) kali dalam setatrun, atas
permintaan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) atau ll2
(sahr per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD
atau atas permintaan Kepala Desa, Kehra BPD dapat
mengundang angotanya unhrk mengadakan rapat
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (hljuh) hari setelah
permintaan ittr diterima.

(5) BPD mengadakan rapat atas undangan Kehra BPD.

(6) Jehis Rapat BPD diahrr lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

Pasal 42

(1) Jenis produk hukum BPD berbenhrk :

a. kepuhrsan BPD; dan
b. keputusan pimpinan BPD.

(2) Keputtrsan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(3) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat
pimpinan BPD.

Pasal 43

(1) Pengambilan kepuhrsan dalam Rapat BPD dilakukan
dengan cara musyawaratr unhrk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ddak tercapai, maka keputtrsan diambil
melalui musyawarah pemungutan suara/ voting.

BAB V

TAIITPAII PENGISTAN KEANGGOTAAN

Pasal 44

Tatrapan pengisian keanggotaan BPD terdiri dari :

a. persiapan pengisian keanggotaan BPD;
b. pelahsanaan pengisian keanggotaan BPD;
c. penetapan calon anggota BPD terpilih; dar
d. peresmian calon anggota BPD.

Bagian Kesatrr

Persiapan Pengisian Keanggotaan

Pasal 45

Persiapan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf a meliputi kegiatan :

u
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a. pepetapan wilayatr pengisian keanggotaan BPD;
b. pembenh:kan Panitia Pengisian;
c. pembentukan Tim Pengawas;
d. penetapan unsur perwalcilan masyarakat; dan
e. penetapan unsur masyarakat unhrk pengisian Anggota

BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf I
Penetapan Wilayatt

Pasal 46

(1) Penetapan wilayatr pengisian keanggotaan BPD
sebagaimana dimahsud dalam Pasal 45 hurr-f a diatur
sebagai berikut:
a. wilayatr adalah Dusun atau gabungan dari beberapa

dusun dan/atau RT;

b. penetapan jumlah wilayatr dalam setiap desa
ditetapkan berdasarkan jumlah anggota BPD setelah
dikurangi I (sahr) orang unhrk pengisian anggota BPD
berdasarkan keterwakilan penempuan;

c. dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1

(satu) orang keternralcilan penempuan jumlahnya lebih
sedikit dari jumlah Dusun dan/atau RT, maka Dusun
dan/atau RT yang jumlah penduduknya paling sedikit
digabung dengan Dusun lainnya yang lebih dekat dart
selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah; dan

d. dalam hal jumlah anggota BPD seteiah dikurangi I
(satu) orang keterwakilan perempuan jumlah anggota
BPD lebih banyak dari jumlah Dusun dan/atau RT,
maka Dusun dan/atau RT yang jumlah penduduknya
lebih banyak mendapatkan keterwalcilan anggota BPD
lebih banyak.

(2) Penggabr:ngan Dusun dan/atau RT sebagaimana
dimahsud pada ayat (1) hurarf c dilalmkan harrya unhrk
penetapan wilayah pengisian keanggotaan BPD.

(3) Penetapan wilayatr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Kepuhrsan Kepda Desa.

Paragraf 2

Panitia Pengisian

Pasal 47

(l) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh panitia
yang ditetapkan dengan Keputtrsan Kepala Desa.

(21 Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalmkan
penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa
kegnggotaan BPD berakhir.
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(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling barryak
berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur
Perangkat Desa paling banyah 3 (+iga) orang dan unsur
masyarakat paling banyah 8 (delapan) orang.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan wakil dari wilayah.

(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempturyai
hrgas:
a. membuat dan menetapkan nencana kegiatan, jadwal,

tatrapan kegiatan pengisian keanggotaan BPD;

b. bersama Kepala Desa dan t'im Pengawas
meldrsanalen sosialisasi kepada masyarakat tentang
rencana pengisian keanggotaan BPD;

c. menencanat<an dan mengajukan biaya pengisian
keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;

d. meldcsanal€n pendataan dan pendaftaran calon
peserta musyawaratr pengisian keanggotaan BPD di
wilayah dan Desa;

e. menetapkan daftar calon peserta musyawaratr pada
masing-masing wilayatr ;

f. menetapkan daftar calon peserta musyawarah pada
masing-masing wilayah berdasarkan keterwakilan
penempuan;

g. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;

h. menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan
pengisian keanggotaan BPD;

i. melakukan penjaringan dan penyaringan Balcal Calon
anggota BPD dari masing-masing wilayah berdasarkan
keterwakilan wilayatr dan keterwakilan perempuan;

j. , menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan
dari masing-masing wilayah berdasarkan keterwakilan
wilayatr dan/atau keterwalcilan perempuan, yang
dituanglran dalam berita acara hasil musyawarah
pengisian keanggotaan BPD ;

k. mengundang peserta musyawarah pengisian
keanggotaan BPD;

l. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah
pengisian keanggotaan BPD bersama unsur
masyarakat di wilayah;

m. menetapkan calon anggota BPD; dart

n. menyampaikan hasil musyawarah pengisian
keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
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Paragraf 3

fim Pengawas

Pasal 48

(U Dalam rangka fasilitasi pengisian keanggotaan BPD,
Camat membenhrk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dan unsur
perangkat Kecamatan.

(21 Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai
Pembina;

b. seknetaris Kecamatan sebagai Kehra;
c. I (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai

Sekretaris;
d. 2 (dua) orang perangkat Kecamatan sebagai Anggota;

(3) Pembenhrkan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai hrgas:

a. ' bersama panitia melaksanal€n sosialiasi;
b. mengawasi proses tatrapan pengisian keanggotaan

BPD;
c. memberikan fasilitasi pelahsanaan pengisiart

keanggotaan BPD; dart
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Camat.

Paragraf 4

Penetapan Unsur Perwalcilan Masyarakat

Pasal 49

(U Peserta unsur perwalcilan masyarakat dalam musyawarah
pengisian keanggotaan BPD pada masing-masing wilayah
dapat terdiri dari :

a. tokoh agama;
b. tokoh pendidikan;
c. tokoh sosial budaya;
d. perwakilan kelompok tani;
e. perwakilan kelompok pereiin;
f. pemrakilan kelompok perempuan;
g. pemralcilan kelompok pemuda; dan/atau
h. tokoh masyarakat lainnya.

(2) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutlf
a adalah :

a. pimpinan pondok pesantren;
b. kehra Talcrir Masjid;
c. pimpinan lembaga keagamaan non islazn; dan
d. guru ngaji dan gunt non Islam.

1
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(3) Tokoh pendidikan sebagaimana dimd<sud pada ayat (1)
huruf b addah pendidik/Kehra Yayasan Pendidikan
Formal atau non Formal yang berdomisili di wilayah.

(4) Tokoh sosid budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hularf c adalatr tokoh lembaga adat di wilayah.

(5) Perwalcilan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada
ayat (U huruf d diwakili oleh masing-masing 1 (satu)
orang warga wilayah setempat yang menduduki jabatan
sebagai berilmt :

a. penguars Kelompok Tani;
b. pengurus Gabungan Kelompok Tani; dan
c. pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(6) Perwdcilan kelompok perajin sebagaimana dimahsud pada
ayat (l) huruf e adalatr 3 (tiga) orang walcil yang diusulkan
oleh Kehra RT dan disetqjui oleh Ketua RW yang
dihrangkan dalam daftff usulan unsur masyarakat dan
diserahkan kepada Panitia.

lT Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf f diwalcili oleh I (satu) orang warga
wilayah sebagai pengurus TP-PKK Dusun yang mendapat
mandat dari Kepala Dusun.

(8) Perwakilan kelompok pemuda sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf g diwalcili oleh masing-masing 1 (satu)
orang pemuda warga wilayah yang mendapat mandat dari
Kepda Dusun.

(9) Tokoh masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h adalatr :

a. pengunrs RW;
b. pengums t(I;
c. pengurus kmbaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
d. pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

(lO)Penetapan unsur perwakilan masyarakal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepuhrsan
Panitia yang mencanhrmkan :

a. narna lengkap;
b. tempat dan tanggal lahir/umur;
c. status perkawinan;
d. jenis kelamin; dan
e. alamat tempat tinggat.

Paragraf 5

Unsur Perwakilan Masyaral<at unhrk Pengisian
Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 5O

(1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan
dimusyawaratrkan oleh perempuan \rarga desa.

q
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l2l Peserta musyawaratr adalah perempuan warga desa yang
diwakili oleh perempuan paling banyak 3 (tiga) orang dari
masing-masing RT yang diusullen oleh Ketua RI dan
disahkan oleh Kehra RW.

(3) Penetapan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepuhrsan Panitia, yang
mencanhrmkan :

a. nama lengkap;
b. tempat dan tanggal lahir/umur;
c. stattrs perkawinan; dan
d. alamat tempat tinegat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 51

Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi kegiatan :

a. umum;
b. syarat Calon Anggota BPD;
c. pendaftaran Bat<al Calon Anggota BPD;
d. penetapan Bal€t Calon Anggota BPD menjadi Calon

Anggota BPD; dan
e. mekanisme musyawaratr pengisian Anggota BPD.

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

(1) Jurnlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal,
paling sedikit 5 [ima) orang dan paling banyak 9
(sembilan) orang.

(2) Penetapan Jurnlah anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan
kemampuan Keuangan Desa.

(3) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. desa yang memiliki jumlah penduduk kurang
. dan/atau sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa,
Anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;

b. desa yang memiliki jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu
sattr) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa,
Anggota BPD berjumlah 7 (ttliuh) orang; dan

c. desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.001
flima ribu saflr) jiwa, Anggota BPD bedumlah 9
(sembilan) orang.

9.
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Pasal 53

(1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan :

a. keterwakilan wilayah; dan
b. keterwaldlan penempuan.

(2) Pengisian calon anggota BPD sebageimana dimaksud pada
ayat (1) dilalrukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa keanggotaan BPD berakhir.

(3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilaksanakan secara demokratis melalui proses
musyawarah perwalcilan dan/atau pemungutan
suara/voting dengan meqiamin keterwakilan perempuan.

Pasal 54

(1) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan
wilayatr sebagaimana dimahsud dalam Pasal 53 ayat (1)

huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari
unsur wakil wilayah.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalatr masyarakat desa dari wilayah.

Pasal 55

(21 Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan
penempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) huruf b dilat<trkan untuk memilih 1 (satu) orang
penempuan sebagai anggota BPD.

(3) Watcil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

addah perempuan warga desa yang memenuhi syarat
calon anggota BPD serta memiliki kemanpuan dalam
mennrarakan dan memperjuangan kepentingarr
penempuan.

Paragraf 2

Syarat Calon Anggota BPD

Pasal 56

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a. bertalsra kepada Ttrhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
meldcsanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun 1945, serta mempertatrankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesattran Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

c. bemsia paling rendah 20 (dua puluh) tatrun atau
sudah/ pernatr menikatr;

d. berpendidikan paling rendatr tamat sekolatr menengatr
pertama atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintatr Desa;

!
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f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

g. wakil penduduk Desa yang dipitih secara demolrratis;
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
i. tidak pernatr menjabat sebagai anggota BPD, 3 (tig4 kali

masd jabaten baik berturut-turut maupun tidak berturut-
hrrut.

Pasal 57

Persyaratan administrasi calon anggota BPD sebagaimana
dimalcsud dalam Pasal 56, adalatr sebagai berikut :

a. bertalnva kepada Ttrhan Yang Matra Esa, dibuktikan
dengan surat pernyataan yang bersangkutan;

b. rhemegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keuhrhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka T\rnggal Ika, dibulrtikan dengan
surat pernyataan yang bersangfutan;

c. berusia pating rendatr 20 (dua puluh) tahun atau
sudatr/pernatr menikah, dibuktikan dengan foto copy
akta kelatriran atau surat keterangan dari Kepala Desa;

d. berpendidikan paling rendatr tamat Sekolah Menengah
Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy
irjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pertama
sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh
lembaga pendidikan yang bersangkutan atau oleh
Instansi/ Perangkat Daerah yang membidangi;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintatr Desa, yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi angota BPD, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersanglnetan;

g. bertempat tinggal di wilayah, paling sedikit 1 (sattr) tatrun
di wilayah yang bersanglrutan atau desa bagi perwalcilan
perempuan, dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepala Desa, dan foto copy Karhr Tanda Penduduk yang
telah dilegalisir oleh Kepala Desa; dan

h. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD, 3 (tiga) kali
masa jabatan baik berhrrut-hrmt -rl&uprul tidak
berhrmt-hrrut, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala
Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakat Calon Anggota BPD

Pasal 58

(1) Jangka wakhr pendaftaran Bakal Calon dilakukan selama
7 (tt{uh) hari kalender.

q
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(21 Penerimaan berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon
Anggota BPD diberi tanda bukti penerimaan berkas yang
ditandatangarri oleh satah satrr panitia yang menerima.

(3) Syarat administrasi Bakal Calon Anggota BPD yang telah
diterirna oleh Panitla dapat langsung dilakukan seleksi
dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

(4) Setelah seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panitia dapat langsung memberitahukan hasil
penelitian kepada Bakal Calon.

(5) Apabila setelah dilalrukan seleksi dan verifikasi secara
cermat, syarat administrasi dinilai telah memenuhi syarat,
maka dolmmen dimaksud disimpan oleh Panitia, dan
apabila tidak memenuhi syarat, dokumen dimaksud
dikembalikan kepada Jrang bersangkutan untuk dipenuhi
sepanjang wakhr pendaftaran belum dihrtup dan diberi
walrtu paling lama 3 (fiSa) hari kerja setelatr penuhrpan
pendaftaran.

(6) Dalam hal Bakal Calon tidak menyarnpaikan kelengkapan
persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia,
Balral Cdon dinyatakan gugur.

(71 Panitia pengisian melakr:kan penelitian ulang terhadap
kelengkapan persyaratan yang telatr diperUaiti atau
dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lama 2 (dua) hari kalender.

Paragraf 4

Penetapan Balml Calon Anggota BPD
menjadi Calon Angota BPD

Pasal 59

(l) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi syarat
administrasi, ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

(21 Penetapan Calon Angota BPD sebagpimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan
wilayah dan keterrakilan penempuan.

(3) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 ditetapkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Panitia.

(4) Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti pengisian
keanggotaan BPD, diumumkan di wilayah, dengan
ketenttran :

a. calon Anggota BPD berdasarkan keterwalcilan wilayah
, diumumkan pada masing-masing wilayah; dan

b. calon Anggota BPD berdasarkan keterwalcilan
penempuan diumumkan di seluruh desa.

\
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Paragraf 5

Mekanisme Musyawarah Pengisian

Anggota BPD

Pasal 60

(1) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 ayat (1), sebelum di musyawaratrkan di tingkat Desa

dilalrukan musyawaratr di wilayah.

l2l Dalam jangka walrhr paling lama 3 (ugg) hari sebelum
pelaksanaan musyawaratr pengisian keanggotaan BPD di
wilayatr dan Desa, panitia menyampaikan surat undangan
kepada peserta musyawarah.

(3) Penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dilengkapi dengan tanda terima.

Pasal 61

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

bersama unsur wakil masyarakat di wilayah melakukan
musyawaratr perwakilan di wilayah.

(21 Musyawaratr penrakilan calon anggota BPD di wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling
lama 7 (tqiuh) hari kalender setelatr ditetapkan calon
anggota BPD oleh Panitia.

(3) Apabila proses musyawaratr perwalcilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mulhlrat, maka
pnoses pengisian anggota BPD dilakukan secara
musyawaratr pemungutan suara/voting oleh unsur wakil
masyarakat yang hadir dalam musyawaratr pengisian
ar?ggota BPD.

(a) Apabita pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan
mekanisme musyawaratr pemungutan suara/voting
sebagaimana dimahsud pada ayat (4), maka cdon anggota
BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara
terbanyak.

Pasal 62

(l) Pengisian Anggota BPD unsur keterwalcilan penempuan
dilatrukan dengan musyawaratr mufakat di tingkat desa
dengan peserta musyawaratr terdiri dari unsur perempuan
di Desa sebagaimana dimahsud dalam Pasal 50 ayat(2).

(21 Dalam hal musyawaratr mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) tidal< tercapai mufakat, maka pengisian
anggota BPD berdasarkan keterwalcilan perempuan
dilatrukan dengan mekanisme musyawarah pemungutart
suara/voting oleh peserta musyawaratr.
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(3) Pemungutam suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilalrukan secara terbuka maupun tertuttrp.

(4) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak
berdasarkan musyawaratr pemungutan suara/voting
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai
Calon Anggota BPD keterwakilan perempuan.

Bagran Ketiga

Penetapan Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 63

(1) Penetapan calon anggota BPD terpilih di wilayah dan
keterwakil,an penempuan, ditetapkan pula calon anggota
daftar hrnggu pengganti antar walrtu sesuai dengan
keterwakilan wilayatr dan keterwakilan perempuan.

(2) Cdon anggota BPD terpilih di wilayatr dan keterwakilan
perempuan di tetapkan dalam musyawaratr Desa.

(3) Penetapan calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan
Kepuhrsan Panitia.

(4) Hasil musyawarah pengisian keanggotaan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh
Panitia kepada Kepala Desa, paling lama 7 (tt{uh) hari
setelatr peld<sanaan musyawaratr pengisian keanggotaan
BPD.

(5) Laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dengan dilampiri :

a. asli berkas pendaftaran pengisiart
b. asli Berita Acara hasil musyawarah perwakilan

pengisian Calon Anggota BPD di wilayah;
c. asli Berita Acara hasil musyawarah perwakilan

penempuan; dan
d. asli Berita Acara hasil musyawaratr di tingkat Desa.

Bagran Keempat

Peresmian Calon Anggota
Badan Penrrusyawaratan Desa

Pasal 64

(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia
kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tt{uh) hari kerja
sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan d.engan
kepuhrsan panitia.

(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaim"rt" ai*tt sud pada
ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat paling lambat 7 (tttjuh) hari kerja sejak
diterimanya hasil pemilihan dari panitia pen$sian untuk
disatrkan dengan Keputrrsan Bupati.
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Pasal 65

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan hepuhrsan
Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dit-erimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari
Kepala Desa.

(2) Kepuhrsan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mulai berlaku sejak tanggd pengucapan sumpah dart
janji anggota BPD.

(3) Pengucapan sumpatr jartji angota BPD dipandu oleh
Bupati atau pejabat yang dihmjuk paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati
tentang peresmian anggota BPD.

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adatah Camat.

(5) Pengambilan sumpatr jaqii anggota BPD dapat
dilahsanakan di desa bersanglrutan, kecamatan atau di
pusat pemerintatran dalam wilayah Kabupaten di
hadapan unsur masyarahat.

Pasal 66

(l) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tatrun terhihrng
sejak tanggal pengucapan sumpatr/janji.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimahsud pada ayat (1) dapat
dipilih unhrk masa keanggotaan paling barryak 3 (tiga)
t<ali secara berhrrrt-trrnrt atau tidek seeara berturut-
hrart.

Pasal 67 '
(1) Anggota BPD sebelum memanglm jabatannya

bersumpah/bedanji secara bersama-sama dihadapart
masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpah/jartji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Alleh/Tutren, sy& bersumpah/berjeqii bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan
Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jqiurnya, dan seadil-adilnya; batrwa saya at<an selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertatrankan Pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatrun 1945 serta melaksanakan
segala perahrran perundang-undangan dengan selurus-
h:rusnya yang berlaku bagi Desa, Daeratr, dan Negara
Kesatrran Republik Indonesia".
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Pasal 68

(l) Pengucapan sumpatr/janji jabatan anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1),
didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya
masing-masing;

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya
bersumpatr";

b. Kristen Protestan dan lftisten Katolik, diawali dengan
frasa "Demi Tuhan saya berjartji" dan diakttiri dengan
frasa "Semoga Tuhan menolong s&Va";

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";
darr

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atatr.Paramawisesa'.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana
dimahsud pada ayat (1) dilartjutkan penandatanganan
berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 69

Anggota BPD yang telatr melaksanakan sumpah dan janji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), mengikuti
pelatihan awal masa hrgas yang dilaksanakan oleh
Pemerintatr Kabupaten.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagran Kesatu

Susunan Kelembagaan BPD

Pasal 70

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

a. pimpinan; dan
b. bidang.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:

a. I (satu) orang kehra;
b. I (sahr) orang wakil kehra; dan
c. 1 (sattr) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huntf b
terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintatran Desa dan
pembinaan kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

!
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(a) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh ketua bidang;

(5) Pimpinan BPD dan kehra bidang merirnggap sebagai
anggota BPD.

Bagran Kedua

Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 7l
(1) Pimpinan BPD dan kehra bidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD
secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara
khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan kehra bidang
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) unhrk pertama kali
dipimpin oleh anggota tertua dan dibanhr oleh anggota
termuda.

(3) Selama pimpinan BPD belum terbenhrk, segala kegiatan
rapat unhrk sementara dipimpin oleh angota terhra dan
termuda yang disebut dengan pimpinan sementara.

(a) Dalam hal anggota terttra dan/atau termuda sebagaimana
dimaksud ayat (3) berhalangan, maka sebagai
penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau
termuda kedua yang hadir.

(5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhihrng sejak
tanggal pengucapan sumpah/jaqii.

(6) Rapat pemilihan pimpinan darrl atau kehra bidang
berilmtnya karena pimpinan dan/ atau ketua bidang
berhenti, dipimpin oleh kehra atau pimpinan BPD lainnya
berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 72

(1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna
yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlatr
anggota BPD.

(2) Apabila anggota BPD belum mencapai korum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat
dapat menunda rapat paling lambat l(satu)jam.

Pasal 73

(1) Calon Pimpinan BPD diusulkan oleh anggota BPD

(2) Calon Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Pimpinan sementara BPD unhrk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

(3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinart
sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan
anggota BPD
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Pasal 74

(l) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 71 ayat (1) dilaksanal€n dengan cara musyawarah
untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila musyewerah untlrk mencapai mufakat
sebagaimana dimaksud ayat (1) ddak tercapai, maha
pemilihan Pimpinan BPD dilahsanakan musyawarah
dengan mekanisme pemungutan suara / voting.

(3) Calon terpilih pimpinan BPD yang mendapat dukungan
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPD sesuai
ur.utan perolehan suara.

(a) Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan cdon kehra
terdapat suara terbanyak yang sarna, maka penentrran
calon Kehra ditentukan dengan cara musyawarah
mufakat.

(5) Apabila musyawarah mufakat ssbagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat dicapai, maka dilaksanakan
musyawarah dengan mekanisme pemungutan
suara/voting, khusus unttrk calon yang memiliki suara
yang terbanyalc yang sama.

Pasal 75

(1) Pimpinan dan kehra bidang sebagaimana dimaksud Pasal
7O ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan
BPD.

(2) Keputusam BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai berlalcu setelah mendapatkan pengesahan Camat
atas nama Bupati.

Bagran Ketiga

Tata Kerja Pimpinan, Bidang-Bidang dan Sekretaris BPD

Pasal 76

Pimpinan BPD mempunyai hrgas:

a. menrusun nencana kerja dan mengadakan pembagian
kerja kehra, Walcil ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang
serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna;

b. memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan
acara rapat BPD;

c. menrusun perencanaan mengenai urusan rumah tangga
BPD serta pelahsanaannya;

d. memimpin rapat BPD dengan menjaga agar perahrran tata
tertib dilalcsanakan dengan seksama, memberi izin,
berbicara, dan menjaga agar pembicara dapat
menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;

e. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang
dipimpinnya;

f. melahsanakan kepuhrsan-keputusan rapat;
g. menyampaikan kepuhrsan rapat kepada pihak-pihak yang

bersang[<utan;

!
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h. mengadakan koordinasi dengan kepala desa;
i. menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
j. memberikan pertimbangan dan persehrjuan.

Pasal 77

(1) Kettra dan wakil ketua memegang Pimpinan sehari-hari
dan berhrgas di kantor BPD.

(2) Walcil kehra membanttr Kettra dalan memimpin BPD.

(3) Apabila kehra berhalangan, maka hrgas kewqiibannya
dilalrukan oleh walcil ketua yang ditunjuk oleh Kehra.

(a) Apabila wakil ketua, meletakkan jabatannya, berhalangan
sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD
dipimpin oleh selrretaris.

(5) Apabila sekretaris meletald<an jabatann5ra, berhalangan
sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD
dipimpin oleh kehra bidang.

(6) Apabila ketua bidang berhalangan sementara atau
berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh
anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang
termuda usiarrya.

Pasal 78

(1) Setiap anggota BPD, kecuali pimpinan BPD, harus
menjadi anggota salah sahr Bidang BPD.

(2) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang
didasarkan atas musyawaratr mulhkat dalam rapat
khusus unhrk tercapainya optimalisasi hrgas-hrgas BPD.

(3) Penempatan masa keanggotaan dalam bidang lain
ditetapkan oleh BPD atas usul anggota BPD dalam Rapat
Paripurna BPD.

(4) Jumlah anggota setiAp bidang serrepet-dapatnya
seimbang.

(5) Anggota BPD antar waktu menduduki tempat anggota
bidang yang digantikannya.

(6) Setiap anggota dapat menghadiri rapat bidang tertutup
yang bukan bidangnya, dengan terlebih dahulu
memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Pasal 79

(1) Pimpinan BPD merupakan sahr kesahran Pimpinan yang
bersifat kolektif.

(2) Bidang-bidang dalam melahsanaten ttrgasnya dipimpin
oleh seorang ketua, dan dapat menunjuk wakil ketua dan
sekertaris yang dipilih dan oleh anggota bidang yang
bersangkutan dan ditetapkan dengan kepuhrsan BPD.
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(3) Masa hrgas ketua, wakil kettra dan sekretaris adalah
selama 2 (dua) tatrun dan dapat diadakan pemilihan
pimpinan kembali.

(4) Ketenhran lebih lanjut terkait masa hrgas kehra, wakil
kehra dan selrtetaris sebagaimana dimaksud ayat (3)

diahrr dalam tata tertib BPD.

Pasal 8O

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(3), mempunyai hrgas:

a. melakukan pembatrasan terhadap Rancangan Perattrran
Desa dan Rancangan Kepuhrsan BPD yanB masuk dalam
bidang hrgas masing-masing bidanglya;

b. melalrukan pengawaslan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas
bidangnya;

c. membanhr Pimpinan BPD untuk mengupayakan
penyelesaian masalatr yang disampaikan oleh Kepala
Desa kepada BPD;

d. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang
dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;

e. dalam keadaan tertentrr, peninjauan dan kunjungan
kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia
Musyawaratr dapat dilaksanat<an oleh bidang yang
bersangkutan dan melaporkan hasilrrya kepada
Pimpinan BPD;

f. mengadakan rapat kerja dengan Kepda Desa dan
perangkat Desa lainya ,Rapat dengar pendapat dengan
lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta
menampung aspirasi masyaral<at;

g. mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang
termasuk dalam ruang linglmp bidang hrgas masing-
masing bidang;

h. menJrusun pertarryaan terhrlis dalam rangka
pembatrasan sesuatu masalatr yang menjadi tugas
bidang masing-masing;

i. memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil
pekerjaan bidang.

Pasal 81

(1) Seknetaris BPD mempunyai tugas :

a. Meld<sanakan tertib administrasi BPD;
b. mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat

risalah rapat dan catatan rapat; dart
c. memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinart

BPD.
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(2) Dalam melaksanal€n hrgas sebagaimana dimaksud pada
ayat (f) Sekretaris BPD dibanhr oleh Staf administrasi
BPD yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan berasal
dari Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan
lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 82

(l) Anggota BPD berkantor di Balai Desa.

(2) Dalam hal mendtrkung pelahsanaan hrgas-hrgas BPD
diangkat I (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

(3) Staf administrasi sebagaimana dimalcsud ayat (21

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan
Kepuhrsan Kepala Desa.

(4) Masa bhakti staf administasi BPD selama 1 (satu) tatrun
dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlalnr.

(5) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan insentif
setiap bulan yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan besaran
insentif diahrr lebih lanjut dengan Kepuhrsan Kepala
Desa.

Pasal 83

Persyaratan yang dapat diangkat menjadi staf administrasi
BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) sebagai
berilmt :

a. surat pernyataan bertalrwa kepada Ttrhan Yang Matra Esa;

b. penduduk Desa setempat, yang dibulrtikan dengan foto
copy l(fP, KK yang dilegalisir oleh Camat;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melahsanalen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

d. berusia paling rendatr 2O (dua puluh) tahun dan paling
tinggi 42 (empat puluh dua) tatrun;

e. berpendidikan paling rendatr tamat Sekolatr Menengatr
Atas atau sederajat, copy i:azah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

f. bisa mengoperasionalkan computer yang dibuktitcan
dengan sertilikat kursus dari lembaga yang berwenang;

g. surat pernyeteen buken sebagai Perangl<at Desa;

h. surat pernyataan bukan sebagai pengurus kmbaga
Kemasyarakatan Desa;

i. surat pernyataan bukan sebagai pengurus kmbaga
Swadaya Masyarakat;

j. surat pernyataan bersedia menjadi staf administrasi BPD;

k. alda kelatriran dilegalisir oleh pejabat bennrenang; dan
t. pas foto uklran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) tembar.

a
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Pasal 84

Mekanisme Pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana
dimaltsud dalam Pasal 82 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Perahrran Kepala Desa.

Pasal 85

(U Staf administrasi BPD diberhentikan oleh Kepala Desa
setelatr ditetapkan sebagai tersanglra dalam tindat( pidana
konrpsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Ddam hal staf administrasi BPD yang diberhentikan
sebagai staf administrasi BPD, maka Kepala Desa
menganglrat staf administrasi pengganti yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

(3) Masa bhakti staf administrasi pengganti adalatr sisa
walrtu yang telah d{ialani oleh staf administrasi yang
diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputtrsan Kepala
Desa.

Bagran Keempat
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 86

(f) Angota BPD berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurlcan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, apabilai '
a. berakhir maaa keanggotaan;
b. tidal( dapat meld<sanakan tugas secara berkelartjutan

atau berhalangan tetap secara berhrmt-ttrrut selama 6
(enam) bulan tanpa keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

d. tidak melaksanakan kewqiiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

f. melanggar sumpah/janji jabatan;
g. dinyatakan bersalatr berdasarkan putrrsan pengadilart

yang telatr memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melaktrkan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidaf( menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD
lainnya yang menjadi tugas dan kewajibanrrya
sebanydr 6 (enam) kali berhrrut-tumt tanpa alasart
yang sah;

i. adanya penrbatran stahrs Desa menjadi keluratran,
penggabungut 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)
Desa bartr, pemekaran atau peng[apusan Desa;

j. bertempat tinggal diluar wilayatr asal pemilihan;

!
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k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
m. ditetapkan sebagai pengurus Lcmbaga

Kemasyarakatan Desa; dan
n. ditetapkan sebagai lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 87

(f) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan
BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati
melalui Kepala Desa.

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian
anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7
(tt{uh) hari sejak diterimarrya usul pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pember6entian anggota
BPD kepada Bupati paling lama 7 (tr4iuh) hari sejak
diterimanya usul pemberhentian.

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD
paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian anggota BPD.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputtrsan
Bupati.

Bagran Kelima

Pemberhentian Sementara

Pasal 88

(l) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
ditetapkan sebagai :

a. tersangka dalam tindak pidana konrpsi, terorisme,
makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara; dan

b. terdalrwa dalam tindak pidana dengan ancaman
, pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara
berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan
pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana
dimahsud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin
rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antamrakttr.

(a) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbulcti bersalah
berdasarkan puhrsan pengadilan yang telah mempunyai
keluatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak putusan pengadilan, diberhentikan oleh Bupati.

$
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(5) Dalam hal anggota yang diberhentiftan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaf< terbukti
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kelmatan hukum tetap, paling lama 3O (tiga
puluh) hari sejak putusan pengadilan, ymg
bersanglnrtan:

a. dialrtilkan kembali oleh Bupati sebagai anggota BPD,
apabila masih belum beral(hir masa jabatannya; atau

b. direhabilitasi apabila telatr beratfiir masa jabatannya.

Bagran Keenam

Pengisian Anggota BPD Antarwalftu

Pasal 89

(1) Anggota BPD yang berhenti antar walctu digantikan oleh
calon angota BPD nomor unrt berikutnya berdasarkan
hasil musyawaratr pengisian anggota BPD di wilayah dart
musyawarah keterwakilan perempuan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal63 ayat (l).

(2) Ddam hal cdon anggota BPD nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota
BPD nomor umt berilnrtnya sesuai keterwakilan wilayah.

Pasal 9O

(1) Pding lambat 7 (tt{uh) hari sejak anggota BPD yang
diberhentikan antarwalrttr ditetapkan dengan kepuhrsan
BPD, Kepala Desa menyampaikan usulan narna calon
pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati
melalui Camat.

(2) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi
anggota BPD dengan keputusan Bupati pating lambat 30
(tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian
anggota BPD dari Kepala Desa.

(3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2)
mulai berlalm sejak pengambilan sumpah/janji dan
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adafah Camat.

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (31 dilanjutkan penandatanganan
berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal9l
(l) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutlan sisa

masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung 1 (satu) periode. .

q
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(3) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan
apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan
kurang dari 6 (enam) bulan.

(4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagan Kehrjuh
Larangan Anggota BPD

Pasal 92

Anggota BPD dilarang :

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau
golongan masyaral<at Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
mempenganrhi kepuhrsan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

c. menydahgrmat€n wewenang;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat
Desa;

f. meranglap sebagai anggota Dewan Perwalcilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daeratr Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daeratr Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lhbupaten/Kota, dan
Pimpinan atau anggota lembaga Kemasyaral<atan Desa
dan jabatan lain yang ditenhrlen dalam peraturan
perundangan-undangan;

g. sebagai pelaksana proyek Desa ;
h. menjadi pengurus partai politik ;

i. menjadi anggota dan/atau pengurLls organisasi terlarang ;

dan/atau
j. mer{adi pengurus kmbaga Swadaya tttas!'aratcat.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 93

(1) BPD wajib menJrusun perattrran tata tertib BPD paling
lambat 3 (tiga) hari setelatr Rapat Paripurna Khusus
pembenhrkan kepengumsan BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibatras dan disepat€ti dalam musyawaratr BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

0
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b. fungsi, tugas, hak, kewqiiban dan kewenangan BPD;
c. walrtu musyawarah BPD;
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawaratr BPD;
e. tata cara musyawaratr BPD;
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan

anggota BPD; darr
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai walrhr musyawaratr sebagaimana
dimahsud pada ayat (3) huad c meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawaratr;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengahrran mengenai pimpinan musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawaratr apabila pimpinan

dan anggota hadir leng!<ap;
b. penetapan pimpinan musyawaratr, apabila ketua BPD

berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawaratr apabila ketua dan

wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah

sesuai dengan bidang yang ditenhrkan dan penetapan
penggantian anggota BPD antarwaktu.

(6) Pengattrran mengenai tata cara musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurrf e meliputi:
a. tata cara pembatrasan rancangan Peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah

Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;

dart
d. tata cara penampurgan atau penyaluran aspirasi

masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatat<an
pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) hurrf f
meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan

Pemerintatran Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas

pandangan BPD;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau
' pendapat Kepala Desa; dan

d. tindak lanjut dan pen5rampaian pandangan akhir BPD
kepada Bupati.

(8) Pengahrrarl mengenai penJrusunan berita acara
musyawaratr BPD sebagnimsn. dimaksud pada ayat (3)

huruf g meliputi:
a. penrusunan nottrlen rapat;

.q,
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b. penrusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASdN

Pasal 94

Bupati melalrukan pembinaan dan pengawasaan terhadap
pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan
Desa di wilayahnya.

Pasal 95

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
pasal94, meliputi:

a. fasilitasi dukungan kebijalcan;
b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan

dan supenrisi pelaksanaan kebiiakan;
d. pelahsanaan bimbingan teknis serta pendidikan dan

pelatihan tertenhr;
e. penelitian t€ntang pelaksanaan tugas BPD; dan
f. pemberian penghargaan atas prestasi pimpinan dan

angota BPD.

BAB Ix
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

(1) Badan Permusyawa.ratan Desa yang tidak men5rusun tata
tertib BPD, tidak melahsanal€n tugas, fungsi, dan
kewenangan BPD, dikenakan sanksi administratif .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1)

berupa:

a. teguran lisan
b. teguran terfltlis.
c. penundaan sementara pemberian unjangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimdrsud pada ayat (21

dijatuhkan secara bertahap :

a. Sanksi administratif Badan Permusyawaratan Desa
yang melanggar sebagaimana dimahsud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif dari Camat .

b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hunrf a dan b, dilalmkan paling barryah 3 (tiga) kali
dengan tenggeng wakttr antara teguren setu dengan
teguran lainnya 7 (tujuh) hari.

\
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c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 huruf c dapat dilalrukan apabila BPD tidak
mengindahkan, maka pating lama 7 (tt{uh) hari camat
dapat menunda pemberian hmjangan.

Pasal 97

(l) Anggota BPD yang melanggar larangan, tidak
melaksanakan kewajiban BPD dan tidah meng[adiri rapat
3 (tiga) kafi bern:rut -hrrut, dikenakan sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1)

benrpa:

a. teguran lisan;
b.' teguran terhrlis;
c. pemberhentian sementara; dan
d. pemberhentian tetap.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijatuhkan secara bertahap :

a. sanksi administratif anggota Badan Permusyawaratan
Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat .

b. teguran sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) huruf a
dan b, dilalrukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
tenggang wakhr antara teguran sahr dengan teguran
lainnya 7 (ttrjuh) hari .

c. apabila setelatr teguran ke 3 (tiga) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huraf b, maka carnat dapat
memberhentikan sementara anggota Badan
Permusyawaratan yang bersanglrutan paling lambat 7
(tt{uh) hari sejah teguran ke 3 (tiga) diberikan;

d. apabila pemberhentian sementara sebagqimans
dimaksud pada ayat (3) hurrf c, anggota BPD tidak
mengindahkan, maka paling lambat 7 (h{uh) hari
sejak pemberhentiart sementara, Bupati atas usul
Camat dapat memberhentikan tetap sebagai anggota
BPD.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan pelahsanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nganjuk; dan

b. Anggaran APB Desa.

I
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Pasal 99

(1) Pembiayaan pengembangan kapasitas merarui

pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan

teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3)

huruf a, bersumber dari ApB Desa dan sumber tain yang

sah.

{2) Pengembangan kapasitas melarui pendidikan dan

pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten.

BAE} XI

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 100

Format dan jenis buku administrasi BpD dan laporan kineda

BPD tercantum dalam lampiran merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya

Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai

selesai masa jabatannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peratur3n Bupati ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daeratr Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 September 2olg

SEKRETARIS DAERAH

ftd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda

NrP. 19600812 199103 I013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 46

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS. SH. MM
Pembina Tingkat I

NrP. 19661107 199403 I OO5

ttd



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

l. Buku Agenda Surat Keluar

Mengetatrui
Ketua BPD

..Tgl Bulan Tatrun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan

surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan n€rma instansi yang dituju
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

NO TANGGAL
SURAT KELUAR

KET
NOMOR TANGGAL HAL & ISI

SURAT
TUJUAN

I 2 3 4 5 6 7



NO TANGGAL
SURAT MASUK

KET
NOMOR TANGGAL

NAMA
INSTNSI

PENGIRIM

HAL DAN
ISI

SINGKAT
1 2 3 4 5 6 7

2. Buku Agenda Surat Masuk

Mengetahui
Ketua BPD

..........Tg1 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom I diisi dengan nomor secara berunrt sesuai dengan urutan
surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan



3. Buku Ekspedisi

NO
URUT

TANGGAL
PENGIRIMAN

TANGGAL
DAN

NOMOR
SURAT

HAL & tSI SINGKAT
SURAT

TUJUAN
SURAT

KET

1 2 3 4 5 6

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom I diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang

dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggat pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
Kolom 4 diisi dengan perihal dan isi singkat surat yang dikirim
Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada



No

Jsils
Barand

Bangunan

Asd Barand
Baqunan

Ko&n
Braq/Bangunan

AwdTahur
Targgal Pengtr4uun

Kedur
BarangBrpunan

Akhir Tahun
Ket

APB
Dos

Psnerin
bh

Prov
K6/
Kob

Sffiton
g8n

Baik Rusak Rrmk Dilual

Dig.nn

barpka
n

Tgl
Peoghryu

gan
Baik Rusak

I 2 4 5 6 I 8 I 10 1 12 13 14 15 16

4. Buku Data Inventaris BPD

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom I s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada

awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan

pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada



S.Buku Laporan Keuangan BPD

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraiart penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

NO TGL URAIAN
PENERIMAAN

(Rp.)
PENGELUARAN

(Rp.)

1 2 3 4 5



6 . Buku Tamu BPD

Mengetahui
Ketua BPD

.........T91 Bulan Tatrun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom I diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan damat tamu / alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

NO TGL NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN TTD

1 2 3 4 5 6 7



7. Buku Data Anggota BPD

Mengetatrui
Ketua BPD

..........Tg1 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan

pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta

tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi hengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun

keputu san pen gan gkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun

keputusan pemberhentian

Kolom 1 1 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

NO
NAMA

LENGKAP NIA
JENIS

KELAMIN
TEMPAT,
TANGGAL

IJTHIR
AGAMA JABATAN

PENDIDIK
AN

IERAKHIR

NOMOR DAN
TANGGAT

KEPUTUSAN
PENGANGKAT

AI{

NOMOR DAN
TAT,TGGAL

KEPUTUSAN
PEMBERHEN

TI,AN

KET

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NO
HARI/

TANGGAL
JENIS

KEGTATAN
PELAKSANA

AGENDA DAN
HASIL KEGIATAN

KET

I 2 3 4 5 6

8. Buku Data Kegiatan BPD

Mengetahui
Ketua BPD

.....T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang

dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan

kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang

dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan



NO
HARI/

TANGGAL
NAMA/LEMBAGA PIHAK

PEI,IYAMPAI ASPIRASI
ASPIRASI YANG
DI SAMPAIKAN

TINDAK
I,ANJUT

I 2 3 4 5

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

Mengetahui
Ketua BPD

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

..........Tg1 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 disi nomor urut sesuai wal,rtu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan narna individu/lembaga yang menyarnpaikan

aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta

menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET

I 2 3 4 5

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan narna peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangart

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan



1 1. Buku Notulen Rapat BPD

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom I dlisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat

dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

NO HAzu/TANGGAL MATEzu RAPAT PESERTA
RINGKASAN

PEMBAHASAN
I 2 3 4 5



12. Buku Data Peraturan/ Keputusan BPD

Mengetahui
Ketua BPD

..........Tg1 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom I diisi secara benrnrtan sesuai dengan nomor Peraturan/

Keputusan BPD yang ditetapkarr

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/

Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah

ditetapkan dengan Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

NO
NOMOR, TANGGAL

PERATURAN/KEPUTUSAN BPD
TENTANG URAIAN SINGKAT KET

I 2 3 4 5



13. Buku Data Peraturan Desa

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom I diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan

desa di tetapkan

Kolom 3 diisi dengan judul/ penamaan peraturan desa

Kolom 4 diisi seara singkat dengan materi pokok yang telah di

tetapkan dengan keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang

kesepakatan atas rancangan peraturan Desa

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

NO
NOMOR DAN TGL

PERATURAN DESA
TENTANG

URATAN
SINGKAT

NOMOR DAN
TGL

KESEPAI(ATN
KET

I 2 3 4 5 6



14. Buku Keputusan Musyawaratr Desa

Mengetahui
Ketua BPD

..........T91 Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan

musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategrs yans

dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan

musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO HARI/TANGGAL POKOK POKOK USUT.AN / KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4

Cara Pengisian :

Kolom I diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan

keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

NO HARI/TANGGAL TENTANG/HAL
STRATEGIS

POKOK POKOK KEPUTUSAN
KET

I 2 3 4 5



II. LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. .

KECAMATAN
KAE}UPATEN

Alamat

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... tahun ..... tentang
Badan Permusyawaraatan Desa

2. Peraturan Daeratr Kabupaten Nganjuk Nomor ...... Tahun .....
Tentang Desa

3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor........... Tahun.
tentang Badan Permusyawaratan BPD

4. Surat Keputusan Bupati Nganjuk tentang peresmian angota
BPD periode ......... sampai

u.

5. Keputusan BPD Nomor tatrun ....... tentang penetapan
kinerja BPD tahun anggaran

Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyaraakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan

pemerintatran desa
4. Pelaksanaan tugas lain :

a. Pemilihan kepala desa
b. Pelaksanaan musyawaratr desa
c. Pelaksanaaan musyawaratr perencanaan pembangunan

desa
d. Pe'laksanaaan kerjasama antar desa
e. du

5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan

pemerintahan desa

III. Penutup.

Demikian laporan kinerja ini
pertanggungiawaban BPD dalam
Pemerintahan Desa.

di buat sebagai
penyelenggaraan

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS.SH.MM
Pembina Tingkat I

NrP. 19661107 199403 1 005

Badan Permusyawaratan Desa .

Ketua

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

c

.


